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KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 396 TAHUN 2000
TENTANG

PELAKSANAAN PENGKAPLINGAN TANAH
DIKOTA DENPASAR

. .
WALTKOTA DENPASAE,

bahwa dalam  rangka penataon pembangunan petrumaban  den
pemukiman yang berwawasan linglungen perlu diatur dan dis2sunikan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) ;

bahv/a untuk memenuhl maksud sebagaimana tersebut pada huruf a
diatas dipandang pmlu ditetapkan dengan Keputusan Whalikota
Denpasar

Unclang - undang Nomor S Tahun 1960 tentang, Parahwan Dasar
Pokok - pokok Agraria ( Lembaran Negara Tshun 1960 Nomor 104 ,
Tamobahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 2043 ) ;

Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota
Denpasar ( Lembaran Negara Tshun 1992 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3465 ) ;

Und‘ﬁng - undang Nonor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Notor 23, Tambahan
Lembaran Negara I'-Fomor 3469 )

Undang - Undfmg Nomotr' 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daernh ( Lembarin Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nontor 3839 ) ;

Peraturan Daerah ’1oplnsl Bali Nomor 4 Tahun 199G  tentang
Rencana Umum Tnt - Ruang Wilayah Propms: Bali ;

Pernturen Daerah K‘om Denpasar Nomor 11 Tahun 1995 tentug Tjin
Banpun - bangunan ;'

Peraturan Daerah 1lota Denpasar Nomor 19 Tahun 1995 tentang
Penerimann Sumbangan Pihak Ketign Kepada Dueruh ;

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota Denpasar |

Peraturan Daerah Kota. Cenpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentans

r Tata tackah Dinas di
Perubahan No merﬂdnnn' Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas
Linglaumgan Pemerintah Kota
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MEMUTUSKAN :

Menetopkn " KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PELAKSANAAN
PENGKAPLINGAN TANAH DI KOTA DENPASAR

Pasal 1

Pelaksanaan  Pengkap.ingen tanah di Kota Denpasar diatur sebagai

berikut : e

a. Pengkaplingan tanah menjadi 6 ( enam ) Kapling atou lebih oleh
perorangan / Baden Usaha harus mendapat Ijin dari Walikota
Denpasar, :

b. Apabila pengleplinjan tanah oleh perorangan / Badan Usaha, lawang
dari-6 ( enam ) kanling vane dilakuknn socara berinhap, sehingga
pada akhirnya menjadi 6 ( enam ) kapling atau l=bih pada lokasi
lanah tersebut, wajib mendapatkan ijin dari Walikota Denpasar.

Pasal 2

(1) Pengkaplingan ~ Tanah untuk Pembangunan Perumahan  oleh
Perorangan/Badan Usaha hanya dapat dilakukan pada Lokasi LC dan
pada lokasi Ishan yang telah beralih fimgsi ke Non Pertanian, sesuai
dengan Ketentuan Pernturan Pe_nnih}nng - Undangan yang berlala ;

(2) Pengkaplingan™ "~ fansh pada Kawasan Runng Terbuka Hijau Kota
( RTHK ) KDB 30 % luas lahan perkapling minimal 250 M2 dan
mendolaing Ruang Terbuka Hijau Kota ( RTHK ).

(3) Dilarang melaksanakan pengkaplingan tanah pada Kawasan Ruang,
Terbuka Hijau Kota KDB 0 %

Pnsal 3

Bagi Pengkoplingan dengan jumlub 6 ( enam ) kapling atau lebih yeng
dilakukan oleh perorangan / Badan Usaha diluar kowasan LC wajib
menyediakan fasilitas umum dan atan fosilitas sosial seluas 3% %4 dari
luns lahan keseTuruhan.

Unfuk - memperoleh Ljin Pengkaplingan Tanah pemohon mengajikan
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permohonan kepada Walikota Denpasar Cq. Bagian Perkotaan
pirknan :
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Sekretariar Daerah Kota Denpasar dengan melampirkns



KTP Pemohon / Keterangan Domisili

Altte Pendirian Badan Usaha

Gambar / Sket lokasi dit.iohon

Ganbar / rencana site kapling.

Untuk Badan Usaha, melampirkan pula :

e.  Akte Pendirian Perusahaon
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Pasal §
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Bagi Perorangon / Badegn Usaha yang mendapatkan Ijin Pengkaplingan
dapat memberikan sumbsin-,an kepada Pemerintah Kota Denpasar sesuai
dengan ketentuan Peraturin Perundang - undangen yang berlala,

..

Pasal 6

“Hai - hal yang belum dintur dalam Keputunan ini akan diatur lebih lanjut
oleh Walikota Denpasar.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggel ditetapkan.

Ditetapkan di ~ Denpasar
Pada Tanggal . 31 Juli 2000




